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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan dan kritik negatif
terhadap pengesahan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Terutama dalam klaster ketenagakerjaan yang mengatur terkait pesangon dan
pengupahan. Materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang
mengatur terkait pesangon dan pengupahan menghapus beberapa point penting
yang merugikan masayarakat karena dianggap sebagai perampasan hak para
pekerja/buruh, yang dimana hak tersebut sudah diatur dalam Pasal 28 D ayat
(3) Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Fokus kajian dalam tesis ini
adalah Pertama, Bagaimana kesesuaian pengaturan upah dan pesangon dalam
Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, pemenuhan
hak konstitusional masyarakat buruh/pekerja terkait upah dan pesangon dalam
perspektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reasearch),
Penyusun mengumpulkan data berupa perundang-undangan dan
dikomparasikan dengan literatur lain, baik itu buku hukum, karya ilmiah dan
data dari media elektronik. Sifat penelitian ini deskriptif-preskriptif yaitu
penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevensinya dengan
penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan
dianalisis

Undang-Undang Cipta Kerja hadir sebagai deregulasi atas aturan-
aturan yang lalu salah satunya terkait pesangon dan upah, dalam
pengesahannya Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan dari
masyarakat, karena dianggap merugikan baik dari proses legislasi tanpa adanya
partisipasi masyarakat dan juga penghapusan point pengupahan dan pesangon.
Hal tersebut sejalan dengan Siyasah dusturiyah bahwa pembentukan sebuah
peraturan harus berdasarkan aspirasi rakyat, namun dalam pembentukan
Undang-Undang Cipta Kerja masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan
pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga hal tersebut selain
melanggar ketentuan kaidah siyasah dusturiyah juga melanggar ketentuan
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011, selain itu penghapusan beberapa point pengaturan pengupahan
dan pesangon, juga melanggar kaidah siyasah dusturiyah terkait skala prioritas
dalam pengaturan sebuah kebijakan/peraturan  perundang-undangan,
penghapusan point pesangon dan upah merugikan bagi para pekerja/buruh
karena merampas hak konstitusi para pekerja/buruh yang seharusnya
mendapatkan imbalan yang sesuai dengan taraf kelayakan hidup.

Kata Kunci: Cipta Kerja, Hak Konstitusional Masyarakat, Perspektif Siyasah
Dusturiyah.
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C. Ta’ Marbitah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab
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a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.

Sistem demokrasi di Indonesia mendasarkan konstitusi dan hukum sebagai
kekuasaan tertinggi. Indonesia meletakkan hukum sebagai kedudukan tertinggi
sekaligus menjadikan dasar prinsip dalam keberlangsungan kehidupan bernegara,
bermasyarakat, dan berbangsa. Dalam rangka menjamin konstruksi tersebut, seluruh
kekuasaan negara, termasuk pembuatan undang-undang dan juga peraturan-peraturan

lain harus sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi.

Di dalam negara hukum, hukumlah yang menjadi komando tertinggi dalam
penyelenggaraan Negara, yang menjadi pemimpin dalam penyeleggaraan Negara
sesuai dengan prinsip “Rule Of Law” yang sejalan dengan kekuasaan yang dijalankan
oleh hukum. Indonesia yang mengakui sebagai negara hukum secara otomatis berarti
setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum sebagai sarana “problem
solving” masyarakat, dengan demikian, hukum di Indonesia harus menjadi panglima
dalam menciptakan ketertiban dan menjamin perlindungan hak-hak setiap warganya.
Kedudukan konstitusi di Indonesia adalah sebagai hukum dasar yang utama dan
merupakan hasil respresentatif kehendak seluruh rakyat bangsa Indonesia maka
konstitusi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada setiap sendi kehidupan

berangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap tindakan, perbuatan dan aturan dari



semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tersebut. Dengan kata lain,

konstitusi harus diutamakan.!

Dalam pembentukan sebuah undang - undang, lembaga legislatif
mempunyai peranan penting, seperti yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan DPR untuk membentuk
undang-undang. Namun dalam melaksanakan tugasnya untuk membentuk undang-
undang, DPR harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Sehingga tidak terjadi peraturan yang melanggar hukum, karena pada dasarnya
pembentukan sebuah undang-undang berdasarkan atas kepentingan pemenuhan

kebutuhan hukum dalam masyarakat.?

Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR sebagai
lembaga legislatif yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk membuat undang-
undang harus tetap memperhatikan aspek yang sudah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam
konsep hukum Islam juga disebutkan adanya batasan-batasan dalam pembuatan
sebuah undang-undang, salah satunya yakni dalam keilmuan Siyasah Dusturiyah
menjelaskan harus mementingkan aspek kemaslahatan atau aspirasi masyarakat

dalam pembentukan sebuah undang-undang.

1 Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, Perbandingan Hukum Tata Negara (Bandung: Pustaka
Setia,2016),him.207

2 pasal 10 ayat (1) UU No 12 tahun 2011



Terkait hak konstitusional masyarakat pekerja/buruh, yakni setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan
perlakuan yang sama di hadapan hukum serta setiap orang berhak untuk bekerja
dan mendapat imbalan beserta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja.> Namun dalam pengesahan Undang — Undang Cipta Kerja, mempunyai
banyak pertentangan di kalangan masyarakat, terutama para buruh, yang merasa
hak-hak nya diciderai oleh materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja
terutama mengenai klaster pengaturan hak buruh yang berkaitan dengan upah dan

pesangon.

Adanya pemangkasan beberapa point pemberian upah dan pesangon, hal
tersebutlah yang menjadi dasar penolakan adanya pengesahan Undang-Undang
Cipta Kerja terutama dalam pengaturan pesangon dan upah. Pasal yang dianggap

merugikan diantaranya yakni:

Pertama, pengaturan terkait pesangon yang diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan pemberian hak pesangon jika terjadi PHK yakni: a)cuti
tahunan yang belum sempat diambil atau belum gugur; b)biaya transportasi pekerja
(termasuk keluarga) ke tempat dimana ia diterima bekerja ketika pekerja/karyawan
ditugaskan ke daerah lain yang cukup jauh dan sulit dicapai; c)penggantian
perumahan, pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% ( lima belas perseratus) dari

uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja; d)hal-hal lain yang

3 Pasal 28 D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945



ditetapkan dalam perjanjian Kkerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama. Dengan diundangnkannya Undang-Undang Cipta Kerja, materi muatan
dalam pasal tersebut terdapat satu point yang dihapuskan, seperti yang tertuang
dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan bagian kedua Pasal 81 angka 44 Undang-
undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja halaman 557, yang merupakan
pengubahan terkait Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, terdapat penghapusan beberapa hal yakni terkait pemberian uang
pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% ( lima belas

perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Kedua, terkait pengupahan sebelumnya diatur dalam Pasal 88 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang memuat 11 bentuk pengupahan diantaranya:
a) upah minimum; b)upah kerja lembur; c)upah tidak masuk kerja karena
berhalangan; d)upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya; e)upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f)bentuk
dan cara pembayaran upah; g)denda dan potongan upah; h)hal-hal yang dapat
diperhitungkan dengan upah; i)struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
J)upah untuk pembayaran pesangon; k)upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Cipta kerja maka pengaturan
pengupahan digantikan dengan materi muatan yang tertuang dalam Bab IV tentang
Ketenagakerjaan bagian kedua Pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja halaman 544, yang merupakan pengubahan Pasal 88 ayat
(3) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat

penghapusan beberapa point penting dalam pengaturan kebijakan pengupahan, hal



yang dihapuskan meliputi: upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
upah untuk pembayaran pesangon; upah untuk perhitungan pajak penghasilan;

struktur dan skala pengupahan yang proporsional.

Kedua pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja merupakan pengubahan terkait Pasal yang tertuang dalam
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap menciderai
hak-hak rakyat, karena materi muatan yang diatur dalam kedua pasal dalam
Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menghapus beberapa ketentuan yang sudah
diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimana pasal tersebut sebagai
bentuk penjaminan hak konstitusional masyarakat pekerja/buruh yang diatur dalam
konstitusi. Hal tersebut yang mendasari adanya banyak penolakan dan pertentangan
dari masyarakat terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, karena
bertentangan dengan konstitusi dan merugikan para pekerja/buruh dengan
merampas hak-hak pekerja/buruh melalui penghapusan beberapa point penting

dalam hal upah dan pesangon.

Undang-Undang Cipta Kerja memang dari awal rancangan pembentukan
sudah menuai banyak pertentangan hingga pada saat pengesahan, masyarakat
menganggap kebijakan DPR dan Presiden sebagai langkah yang salah dan
sewenang-wenang, karena mengeluarkan undang-undang yang mengabaikan

aspirasi rakyat sehingga memunculkan aturan yang merugikan masyarakat.*

4 www.CNNIndonesia.com/Daftar-Pasal-UU-Ciptaker-yang-rugikan-buruh-versi
ekonom. Diakses pada tanggal 12 november 2020



Di dalam Islam juga ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi
kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu atau keinginan
keluarga atau kelompoknya. Dengan kata lain bahwasannya suatu undang-undang
harus sesuai dengan keinginan masyarakat tidak boleh atas dasar kepentingan
individu atau kelompok tertentu saja.> Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja yang
disahkan oleh DPR dan Presiden, seharusnya mencerminkan hak-hak rakyat bukan

atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu.
B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan apa yang menjadi permasalahan di atas, maka penulis

membatasi permasalahan dalam pertanyaan:

1. Bagaimanakah sistem pengaturan upah dan pesangon dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

2. Bagaimanakah sistem pengaturan upah dan pesangon dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sudah memenuhi hak

konstitutional masyarakat perspektif siyasah dusturiyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan.

A. Tujuan.
Mengenai tujuan penulisan yakni mengetahui sistem
pengaturan tentang upah dan pesangon yang sebelumnya diatur

dalam undang-undang ketenagakerjaan dan digantikan dengan

® Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama,2017),him.147



undang-undang ciptakerja, dan juga ditelaah dengan teori siyasah
dusturiyah terkait sistem pengaturan pemenuhan hak konstitusional
pengupahan dan pesangon.
B. Kegunaan

Adapun mengenai kegunaan penulisan ini sebagai sebagaian
pemenuhan syarat memperoleh gelar Magister (S2) Ilmu Syari’ah
dan juga diharapkan menambah wawasan keilmuan dan
pengetahuan baik bagi mahasiswa atau masyarakat ataupun lembaga
yang berkaitan dengan pengaturan hak konstitusional masyarakat
terkait pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja sesuai
dengan prinsip Siyasah Dusturiyah tentang penjaminan hak rakyat.
Serta penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan kajian untuk
peneliti lain yang diharapkan dapat mengembangkan penelitian

menjadi lebih lanjut.

D. Kajian Teoritik

Dalam sebuah penelitian, studi pustaka mempunyai peran yang sangat
penting, guna menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Akan penyusun kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki
kemiripan oleh yang penyusun teliti dan juga untuk mengetahui sejauh mana hak
konstitusional masayarakat pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta kerja di

teliti.



Karya yang pertama, artikel yang ditulis oleh Nirmala dalam Tesis Megister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, yang berjudul “
Kewajiban hukum Pelaku Usaha Outsourching Berdasarkan Peraturan
Ketenagakerjaan”, penelitian ini membahas tentang hak-hak para buruh yang
berkerja di perusahaan outsourching, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam
UUD 1945 dan Pasal 59 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan yang mengatur lebih spesifik terkait hak konstitusional
masyarakat yang berkerja, dan juga diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dikarenakan dalam
penelitian ini disebutkan banyaknya para pengusaha yang abai terhadap pertauran
mengenai hak para buruh, sehingga menimbulakn kontroversi karena para
pekerja/buruh tidak mendapatkan upah yang layak.® Meskipun penelitian ini
menjelaskan mengenai hak konstitusional buruh, namun dalam penelitian ini tidak
membahas pengaturan hak pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja,

melainkan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hanya pada pelaku

usaha outsourching.

Karya yang kedua, yakni artikel yang ditulis oleh Mira Apriani dalam
skripsi Sarjana Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan
Kewajiban Membayar Upah Sesuai Dengan Upah Minimum (Analisis Putusan MK No

72/PUU-X11/2015) dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim

® Nirmala, “Kewajiban hukum Pelaku Usaha Outsourching Berdasarkan Peraturan
Ketenagakerjaan” Tesis Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar,
2015



MK dalam melakukan Putusan MK No 72/PUU-XI1/2015 dan ditinjau melalui
perspektif hukum Islam mengenai ditangguhkannya pembayaran upah sesuai aturan
upah minimum yang merupakan kewajiban dari pemberi kerja. Karena dalam
penelitian ini dianggap adanya pengaturan tentang penangguhan didalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sering dijadikan alasan
bagi para pengusaha untuk selalu menanguhkan gaji para pekerja, sehingga
diajukannya judicial riview ke MK terkait Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian penelitian tersebut
dikolaborasikan dengan hukum Islam dalam pengaturan mengenai hak
penangguhan gaji pekerja.’Dalam tesis ini hanya membahas sebatas penangguhan
gaji yang dilakukan oleh para pengusaha, sehingga munculnya putusan MK nomor
72/PUU-XI1/2015 sebagai persetujuan atas usulan Judicila Riview terhadap Pasal

90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Karya Ketiga, yakni artikel yang ditulis oleh Fajar Kurniawan dalam Jurnal
Panorama Hukum Vol 5 No 1, dengan judul “Problematikan Pembentukan RUU
Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal
89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK” dalam
penelitian ini dikaji mengenai pasal yang bermaslah dalam Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja sebagai pengganti pasal dalam Undang-Undang Nomo 13

Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, yakni ada penghilangan hak yang diperoleh

7 Mira Apriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Kewajiban Membayar
Upah Sesuai Dengan Upah Minimum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-
XI11/2015)” Skripsi Sarjana Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung,2018
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pekerja jika ada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan/pengusaha.
Dalam penelitian ini juga menganalisis terkait perancangan undang-Undang Cipta
Kerja yang terkesan tergesa-gesa dan tidak melibatkan banyak pihak terutama dari
golongan masyarakat, sehingga terkesan pembahasan yang tertutup, sehingga
dalam segi legislasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap cacat
hukum.® Meskipun dalam penelitian ini membahas mengnai hak buruh yang diatur
dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, namun hanya sebatas menganalisis
sebagai perbandingan antara Undang-Undang ketenagakerjaan dan Rancangan

Undang-Undang Cipta Kerja.

Karya keempat, yakni Artikel yang ditulis oleh Alinick Nathan dalam Jurnal
Kebijakan dan Administrasi Publik Megister FISIPOL UGM Vol 1 no 9, dengan judul
“Gonjang-Ganjing Omnibus Law Cipta Kerja Sebuah Kritik”, penelitian ini lebih
menitik beratkan kepada kritik terhadap penerapan omnibus law di Indonesia,
dengan menganalisis dari segala klaster yang dibahas dalam Rancangan Undang-
Undang cipta kerja, dengan hasil analisis bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta
kerja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dalam proses legislasi maupun
dalam materi muatan yang ada didalamnya, dari segi pembahasan dari setiap
kluster, yang ikut serta dalam pembahasan yakni cenderung kepada para
pengusaha-pengusaha besar yang menimbulkan banyak tanda tanya dimasyarakat,

dikarena isi dari materi muatan lebih memihak kepada para penguasa dan menjerat

8 Fajar Kurniawan, “Problematikan Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep
Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon
Kepada Pekerja Yang Di PHK”, Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 1 ( 1 Juni 2020).
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masyarakat kecil dengan aturan-aturan yang tertuang.® Penelitian ini membahas
secara komperhensif mengenai kesalahan-kesalahan yang ada dalam Rancangan
Undang-Undang cipta kerja, namun tidak membahas dalam segi aspek hukum islam

terkait hak-hak para pekerja ataupun buruh.

Karya kelima, yakni Artikel yang ditulis oleh Shanti dewi Kartika dalm
Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol.XIl No.4, dengan judul ““ Politik
Hukum Cipta Kerja” dalam penelitian ini menjelaskan mengenai proses
pembentukan undang-undang cipta kerja, melalui aspek politik hukum, yang terdiri
dari dua aspek yakni politik hukum formal dan materil. Rancangan undang-undang
cipta kerja dianggap sebagai proses politik hukum di parlemen yang diajukan
kedalam proses legislasi.’® Penelitian ini membahas mengenai landasan

pembetukan Rancangan undang-undang cipta kerja melalui aspek politik hukum.

Karya keenam, yakni Artikel yang ditulis oleh I Wayan Gede Wiryawan
dalam Jurnal Kertha Wicaksana Vol 19 No 2, dengan judul “Perlindungan sistem hak
konstitusional pekerja dalam sistem hukum kettanegaraan Indonesia.” Dalam
pnelitian ini menjelaskan mengenai posisi pekerja dalam undang-undang nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang tersebut dianggap tidak dapat

brjalan optimal dikarenakan dalam pembentukannya undang-undang tersebut

® Alnick Nathan, “Gonjang-Ganjing Omnibus Law Cipta Kerja Sebuah Kritik”, Jurnal
Kebijakan dan Administrasi Publik Megister FISIPOL UGM Vol 1 no 9 (1 Juli 2020)

10 Shanti dewi Kartika, “Politik Hukum Cipta Kerja”, Jurnal Pusat Penelitian Badan
Keahlian DPR RI Vol. X1l No.4 ( 1 Februari 2020)
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dipengaruhi oleh sistem politik eforia reformasi.!! Penelitian ini membahas
mengenai ketidak optimalan undang-undang no 13 tahun 2003 dalam mengatur hak

konstitusional masyarakat pekerja.

Karya ketujuh, yakni artikel yang dituis oleh Mohammad Fandrian
Adbhistianto dalam Jurnal Palrev Of Law Vol 3 No 1, dengan judul “Politik Hukum
Pembentukan Rancangan Undang-Undang Ciptakerja (Studi Klaster
Ketenagakerjaan)”’, dalam penelitian ini membhas mengenai landasan filosofis
sebagai dasar pembentukan rancangan undang-undang cipta kerja terutama dalam
klaster ketenagakerjaan, yang dimana pemerintah dengan dalil kebutuhan Indonesia
atas Investasi dalam pembangunana nasional dan sektor ketenagakerjaan
merupakan faktor dominan penghambat masuknya investasi ke Indonesia, karena
itulah dilakukan perombakan mengenai sistem ketenagakerjaan dan dituangkan
dalam rancangan undang-undang ciptakerja.*? Penelitian ini membahas mengenai
substansi yang tertuang dalam rancangan undang-undang ciptakerja kemudian
dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis terkait pengaturan kalaster

ketenagakerjaan dalam rancangan undang-undang cipta kerja.

Karya kedelapan, yakni artikel yang ditulis oleh Antoni Putra dalam Jurnal
Legislasi Indonesia Vol 17 No 1, dengan judul “Penerapan Omnibus law dalam upaya

reformasi regulasi”, dalam penelitian ini membahas penerapan Omnibus Law

1T Wayan Gede Wiryawan, “Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem
Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicaksana Vol 19 No 2 ( 1 Juli 2020).

12 Mohammad Fandrian Adhistianto, ¢ Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, Jurnal Palrev Of Law Vol 3 No 1 (1
Agustus 2020).
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sebagai upaya baru yang dipilih pemerintah guna untuk menyerdehanakan regulasi
dalam sistem perundang-undangan, sehingga pengaturannya akan lebih mudah dan
lebih terkontrol, namun dalam penerapannya upaya penggunaan Omnibus Law di
Indonesia mengelamai  banyak kecacatan dan ketidaksesuaian dalam
pelaksanaanya.'® Penelitian ini membahas mengenai konsep Omnibus Law yang
baik sesuai dengan cita hukum yang dicapai, kemudian mengkomparasikan dengan
penerapannya di Indonesia, yang menjadikan Omnibus Law tidak berjalan dengan

semestinya dan masih sangat banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Karya kesembilan, yakni artikel yang ditulis oleh Agnes Fitryantica dalam
Jurnal Gema Keadilan Pasca Ul Vol 6 No 3, dengan judul “Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law”, dalam penelitian
ini membahasa mengenai harmonisasi konsep Omnibus Law di Indonesia, praktek
omnibus law bisa dilihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2001, Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Omnibus Law pernah
ditetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
Undang-Undang hasil konsep Omnibus Law hisa mengarah sebagai Undang-
Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai
kekuatan terhadap aturan yang lain. Harmonisasi Omnibus law menjadi pelindung
bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan

ekonomi dan investasi.}* Penelitian ini membahas mengenai penerapan konsep

13 Antoni Putra, “ Penerapan Omnibu Law Dalam Upaya reformasi Regulasi ”, Jurnal
Legislasi Indonesia Vol 17 No 1 ( 1 Maret 2020).

14 Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui
Konsep Omnibus Law ”, Jurnal Gema Keadilan Pasca Ul Vol 6 No 3 ( 2 November 2020).
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Omnibus Law yang harmoni di Indonesia, namun juga memberikan sisi kelemahan
dan kekurangan sistem Omnibus Law di Indonesia, hal tersebut dianalisis dengan
mengkomparasikan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang tertuang

dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011.

Karya kesepuluh, yakni artikel yang ditulis oleh Widayati dalam Jurnal
Hukum Unisulla Vol 36 No 2, dengan judul “Implementasi Asas Hukum dalam
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan
Berkeadilan”, dalam penelitian ini membahas mengenai substansi yang tertuang
dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang dalam salah satu pasalnya
mengatur tentang keterkaitan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan. peraturan perundang-undangan yang berpartisipatif dan
berkeadilan akan dapat terwujud apabila pembentuk peraturan perundangundangan
memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundangan dan asas-asas
materi muatan peraturan perundangundangan, serta yang tidak boleh dilewatkan
adalah harus ada partisipasi masyarakat. Hanya sayangnya, pembentuk peraturan
perundang-undangan belum optimal mengimplementasikan asas-asas tersebut,
sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan seringkali hanya berupa
kesepakatan-kesepakatan politik belaka dan mengabaikan rasa keadilan
masyarakat. °penelitian ini membahas mengeni partisipasi masyarakat terkait ikut

andil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia,

15 Widayati, “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan”, Jurnal Hukum Unisulla Vol 36 No 2 ( 1 September
2020).
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dalam prakteknya sering di abaikan oleh para angota Legislatif pada saat

pembentukan peraturan perundang-undangan.

Beberapa penelitian tesis, skripsi maupun jurnal yang dipaparkan diatas
membahas tentang hak konstitusional para pekerja/buruh, namun belum ada yang
membahas mengenai hak konstitusional pekerja/buruh yang termuat dalam

Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

E. Kerangka Teori

Guna mengkaji mengenai pemenuhan hak rakat yang berkaitan dengan
undang-undang, maka siyasah dusturiyah menjadi pisau analisis yang tepat, karena
dalam keilmuan siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-
undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan
prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta
memenuhi kebutuhannya.'® Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan
oleh Abdul Wahab Khalaf mengenai Siyasah Dusturiyah yang merupakan bagian
dari Fikih Siyasah yang terfokus pada pengaturan antara pemimpin dan rakyat serta
mengatur terkait perundang-undangan negara.

Menurut Abdul Wahab Khallaf pembuatan perundang-undangan harus
memperhatikan aspek jaminan atas hak asasi setiap manusia/masyarakat dan
persamaan kedudukan dihadapan hukum tanpa memandang strata sosial,

pendidikan, kekayaan dan agama.!’ karena dalam penyusunan pengaturan

16 Djazuli, Figh Siyasah,(Jakarta: Kencana, 2003), him. 47

17 Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah al-Syari’ah (Kairo: Dar AlAnshar, 1977), him. 25-40.
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perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan
tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam
siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya
tentu harus mengacu pada nash (al-Qur’an dan Sunnah) dan prinsip jalb al-
mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat).
Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang
kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan
bermasyrakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin,
keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.
Sedangkan prinsip jalb al-mashalih wa dar almafasid tentunya perlu
mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masayarakat, agar terciptanya
pengaturan undang-undang yang tidak memberatkan masyarakat karena sejalan
atau sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut Muhammad Igbal menjelaskan terkait kajian Siyasah
Dusturiyah yakni tentang konsep — konsep konstitusi, lembaga demokrasi, syura,
dan legislasi. Selain keempat konsep tersebut Siyasah Dusturiyah juga membahas
terkait hubungan saling keterkaitan antara pemerintah dan rakyat serta perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat.'® Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A’la al-
maudidi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah: (1) Perlindungan terhadap
hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.(2)Perlindungan teradap kebebasan

pribadi,(3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan,(4)terjamin

18 Muhammad Igbal, Figh Siyasah; Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Kencana, 2014) him.177
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kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.®
Pada point pertama dan ke empat sejalan dengan prinsip pembentukan Undang-
Undang Cipta Kerja dalam klaster buruh, seharusnya menjadi undang-undang yang
mengatur tentang hak-hak konstituional masyarakat yang berkerja sebagai buruh,
sebagai pengaturan lanjutan sekaligus pemenuhan hak masyarakat yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 demi terciptanya kemaslahatan atas pemenuhan
hak.

Sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah yang dikemukakan Abdul Wahab
Khallaf dan Muhammad Igbal, keduanya menitik beratkan konsep Siyasah
Dusturiyah dengan persoalan perundang-undangan negara dan pengaturan
hubungan antara pemerintah dan rakyat. Menurut Djazuli pembentukan peraturan
perundang-undangan dalam konsep Siyasah Dusturiyah bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan manusia dengan merealisasikan kemaslahatan manusia yang merupakan
prinsip Fikih Siyasah akan tercapai.?

Atas dasar penjelasan para ahli dalam menafsirkan konsep Siyasah
Dusturiyah, maka teori Siyasah Dusturiyah berkaitan erat dengan perundang-
undangan, yang lebih spesifik mengatur terkait hubungan pemerintah dengan rakyat
diantaranya tentang pemenuhan hak dan kewajiban rakyat, bentuk pemerintahan
dan pembagian kekuasaan. Dalam pembahasan Kkali ini, terkait penjaminan hak
konstitusional masyarakat pekerja/buruh untuk mendapatkan upah dan pesangon

sesuai amanat konstitusi perlu ditelaah menggunakan konsep Siyasah Dusturiyah

19 Djazuli, Figh Siyasah...., him.64

20 Djazuli, Figh Siyasah...., him.47
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yang dikemukakan oleh Muhammad Igbal yakni dalam hubungan pemerintah dan
rakyat terkait pemenuhan hak dan kewajiban rakyat.

Siyasah Dusturiyah sebagai salah satu cabang dari keilmuan hukum islam,
tidak lain mempunyai tujuan yang sama seperti hukum Islam yakni untuk
menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kaidah fikih menjadi
salah satu sumber pegangan dalam kajian Fikih Siyasah dalam hal ini yakni Siyasah
Dusturiyah, yang memiliki tujuan sama seperti tujuan hukum islam yakni untuk
kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang dimaksud yakni kemanfaatan yang
didapatkan masyarakat atas adanya undang-undang yang berlaku, karena dalam
pembuatannya berdasarkan aspirasi masyarakat dan dapat memenuhi
kebutuhannya.?!

Kaidah fikih yang mengatur terkait hubungan pemerintah dan rakyat

diantaranya yakni:

Irdady b guis Jea b ¥ O

Kaidah tersebut memiliki arti, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya

bergantung kepada kemaslahatan.??

Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajiban masing-masing
secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti

bahwa hak masing-masing dikorbankan, namun dengan sama-sama melaksanakan

2L 1bid, HIm.47

22 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama,2017),him.147
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kewajibannya dengan baik maka berarti saling memenuhi hak, pemimpin yang
melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik maka sama dengan memenuhi
hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya dengan baik juga sama
dengan memenuhi hak pemimpin. Tentu saja rincian kewajiban dalam batas-batas

untuk kemaslahatan bersama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini  menggunakan penelitian (Library research).
Penelitian pustaka adalah salah satu cara mengumpulkan data pustaka yang
diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan hal-hal
yang diteliti. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sumber
pustaka yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal
ilmiah, serta website yang valid berkaitan dengan hak konsitusional
masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara
teratur seluruh konsep yang ada relevensinya dengan penelitian yang
dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sumber pustaka melalui
peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta

website yang valid berkaitan dengan hak konsitusional masyarakat dalam
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang kemudian disusun dan

dianalisis.

. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan
normatif, yaitu mendekati melalui permasalahan yang berdasarkan norma-
norma yang berlaku mengenai subyek yang diteliti terutama yang berkaitan
dengan hak konstitusional masyarakat yang berkerja sebagai pekerja/buruh

dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data
primer dan sumber data skunder.
a. Sumber Data Primer, yaitu literature bahan hukum atau bahan pustaka
yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
b. Sumber Data Sekunder, yaitu literatur bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer.

1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan hak konstitusional

masyarakat pekerja/buruh.
2) Makalah-makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang

khususnya berhubungan dengan hak konstitusional pekerja/buruh



21

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah

dalam pembagian tesis, adapun penyajiannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan
manfaat penelitian, telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian, kerangka
teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan, yang menjelaskan

gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, menggambarkan secara lebih terperinci dan komperhensif
dalam aspek teori yang akan digunakan dalam penelitian, teori yang digunakan
yakni teori siyasah dusturiyah yang digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat

persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas dan menjelaskan hak konstitusional pekerja/buruh
dan materi muatan terkait hak konstitusional pekerja/buruh yang mengatur terkait
pengupahan dan pesangon dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dengan memperhatikan aspek urgensi dan pemenuhan hak konstitusional

pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta kerja.

Bab keempat, membahas analisis teori Siyasah Dusturiyah terkait urgensi
pemenuhan hak konstitusional pekerja/buruh dan juga pemenuhan hak
konstitusional terkait pengupahan dan pesangon yang termuat dalam materi muatan

Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai pengaturan lanjutan
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dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait pemenuhan hak masayarakat

pekerja/buruh

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas
penulisan tesis ini, yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar revrensi
dari semua sumber rujukan yang digunakan penulis dalam menyelesaikan

penelitian tesis



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai undang-
undang turunan yang mengatur terkait pesangon dan pengupahan, hal tersebut
terkandung dalam Pasal 81 Angka 44 mengatur terkait pesangon dan Pasal 81 angka
24 mengatur terkait pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Rumusan pesangon dan pengupahan dalam Undang-Undang
Cipta Kerja merupakan deregulasi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Dalam perumusannya Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan beberapa point
penting dalam aturan pesangon dan pengupahan. Karena adnya penghapusan point
tersebut maka pekerja/buruh dirugikan, karena berdampak dengan besaran
pesangon dan upah yang diterima akan mengalami pengurangan yang cukup

signifikan.

Aturan terkait pesangon dan pengupahan dianggap melanggar konstitusi
(inkonstitusional) karena merampas hak para pekerja/buruh, tidak hanya dalam
materi muatan saja yang terdapat kecacatan hukum, namun juga pada saat
pembentukannya. Dalam keilmuan siyasah dusturiyah disebutkan bahwa peraturan
yang dibuat harus atas dasar suara rakyat dan mementingkan skala prioritas.
Dengan begitu Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tentang
pesangon dan pengupahan tidak sesuai dengan mandat konstitusi dan juga tidak

sesuai dengan kaidah siyasah dusturiyah. Dikarenakan dalam pembentukan
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Undang-Undang Cipta Kerja tidak adanya tranparansi dan kurangnya partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Dalam hal skala
prioritas pemerintah telah keliru dengan membuat skala prioritas pengaturan
investasi  dipermudah namun mengabaikan hak pekerja/buruh, bahkan
menghapuskan point penting pengupahan dan pesangon. Sedangkan yang
seharusnya dijadikan skala prioritas yakni pengaturan hak pekerja/buruh agar
mendapatkan penghidupan yang sejahtera dan akan berpengaruh dalam etos kerja
pekerja/buruh. Karena kurangnya etos pekernya memiliki pengaruh yang lebih

besar dalam laju investasi di Indonesia.

B. Saran

DPR sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam membuat
undang-undang, harus memperhatikan hak-hak rakyat, apakah dalam materi
muatan undang-undang tersebut sudah mengakomodir mengenai hak tersebut. UU
Cipta Kerja seharusnya direvisi kembali, karena banyak hak-hak pekerja/buruh
yang dihilangkan, dikarenakan UU Cipta Kerja sudah disahkan dan berlaku, maka
cara untuk menghapus materi muatan yakni melakukan judicial riview ke
Mahkamah Konstitusi. Sebagai badan yang berwenang Mahkamah Konstitusi harus
memperhatikan aspek-aspek yang diajukan oleh para pekerja/buruh sebagai
pemohon, pasal-pasal yang melanggar hak-hak pekerja/buruh harus dihapuskan,
agar terciptanya aturan-aturan yang dapat mensejahterakan pekerja/buruh dan tidak
ada lagi hak-hak yang dihilangkan dalam materi muatan UU Cipta Kerja terkait

pengupahan dan pesangon.
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